
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 23 TAHUN 2014 

TENTANG 

PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan 
tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur 
dalam Undang-Undang; 

b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan 
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran 
serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah 
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 

keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

c. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih 
memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah 

Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan 
keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan 
persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan 

pemerintahan negara; 

d. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu 

diganti; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu 

membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah; 
 

 
 
 Mengingat . . . 
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Pasal 272 

(1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan 

berpedoman pada RPJMD.  

(2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, 

dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan 
Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan 

Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap 
Perangkat Daerah. 

(3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan 

dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian 

sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang 
ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau 
lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya 

sasaran pembangunan nasional. 
 
 

Pasal 273 

(1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal  272 ayat (1) ditetapkan dengan 
Perkada setelah RPJMD ditetapkan. 

(2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan 
rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai 
bahan penyusunan rancangan RKPD.  

(3) Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan 

kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan 
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap 
Perangkat Daerah. 

(4) Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) ditetapkan kepala daerah setelah RKPD 

ditetapkan. 

  
Pasal  274 

Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan 
informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan 
Daerah. 

 
                     Bagian . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-Undang ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia. 

 

Disahkan di Jakarta  

pada tanggal 30 September 2014 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,      

         ttd.                                                               

                  DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO  

Diundangkan di Jakarta   

pada tanggal 2 Oktober 2014 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
                REPUBLIK INDONESIA,  

      ttd.                                                              

                   AMIR SYAMSUDIN 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 244 
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